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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
PNS memiliki peranan untuk mewujudkan visi negara 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Untuk memainkan peranan tersebut, 

diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu 

memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu 

melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat 

membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu 

dilaksanakan pembinaan melaluijalurpelatihan.

Untuk mewujudkan karakter PNS yang kuat dan professional 

diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan 

terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan 

pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat 

kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, 

menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi 

kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri 

dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang 

tugas.

Berdasarkan hal tersebut PNS dituntut untuk dapat membuat 

proyek aktualisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 

sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Dalam hal ini penulis yang 

saat ini sedang menempati jabatan CPNS di Inspektorat II sebagai 

Auditor Ahli Pertama berinisiatif untuk melakukan inovasi pada unit kerja 

terkait demi menciptakan peningkatan kualitas kinerja yang efektif dan 

efisien.



Dalam rangka mewujudkan good governance, khususnya 

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas 

penyelenggaraan organisasi pemerintahan menjadi perhatian untuk 

dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, 

dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP).

Seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan 

kapabilitas APIP dengan lACM (Internal Audit Capability Model) menuju 

Level 3 pada tahun 2019 harus direspon positif dan dijadikan 

momentum untuk meningkatkan kapasitas SDM Auditor dan 

melengkapi instrumen regulasi yang menjadi prasyarat peningkatan 

level lACM tersebut.

Berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian 

Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Sekretariat Jendera 

dan Badan Keahlian DPR Rl per tanggal 22 Desember 2017, diketahui 

bahwa, capaian kapabilitas APIP hasil penilaian mandiri pada tahun 

2017 adalah masih di level 2. Oleh karena itu untuk mencapai 

Inspektorat level 3, salah satu rencana tindak (Action Plan) yang 

diperlukan untuk memenuhi Infratruktur level 3 adalah dengan cara 

menyusun peta auditan berbasis risiko dan menyempurnakan PKPT 

berbasis Prioritas Management menjadi PKPT Berbasis Risiko.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan 

dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai 

dasa runtuk menilai/ mengevaluasi kinerja Pejabat Fungsional Auditor 

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Aparat pengawasan intern 

harus menyusun perencanaan tahunan sebelum melaksanakan tugas- 

tugasnya. Perencanaan tahunan disusun berbasis risiko untuk



menentukan prioritas kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. 
Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan bahwa 

kegiatan pengawasan telah mencakup area-area organisasi yang 

memiliki paparan risiko terbesar. Untuk itu, Inspektur harus memahami 
proses tujuan organisasi dan proses manajemen risiko organisasi.

B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil



BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. Visi Misi Unit Kerja Esalon II
a. VISI :

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, 
Akuntabel, dan Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan 

Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.

b. MISI :
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR Rl;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern dilingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl;
3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional dan 

Kompeten.
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B. Struktur Orgatiisasi 
Tabel 1. Struktur Orgatiisasi

mtUKTUR ORCIinilflfl

INSPEKTUkUT
INSPEKTORflT UTRHR 
SEDEN & BK OPR Rl

Total Jabatan Struktural: 7

.0 
1 
2 
7 
3

Totai Auditor

.0

.2
2
4
2

<1^
23 3

2
— 0

Total Pengadministraslan : 17

update per tanggal 3 Oktober 2019

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia 

sebagai pendukung telah diatur keberadaanya daiam Pasal 294 Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi diatur daiam Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR Rl. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl di bidang Administrasi 
dan Persidangan dan daiam melaksanakan wewenang tugasnya Sekretariat 
Jenderal DPR Rl memiliki susunan organisasi, diantaranya yaltu Inspektur 

Utama.
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C. Penjelasan Tugas dan Fungsi
Dalam pasal 257 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPR Rl disebutkan bahwa “Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan internal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan 

Badan Keahlian DPR Rl dan Deputi Bidang Persidangan”.
Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 257, 

Inspektorat UU menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
c. Perumusan dan evaluasi rencana kegaiatan dan anggaran Inspektorat 

II:
d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 

di lingkungan Inspektorat II;
e. Perumusan kebijakan pengawasan;
f. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi 

Bidang Persidanan, dan Badan Keahlian;
g. Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan 

Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
h. Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan 

umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
i. Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum 

di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
j. Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan 

wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang 

Persidangan, dan Badan Keahlian:
k. Pelaksanaan peran serta kerja sama dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi, dan kejahatan keuangan;
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l. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, 

kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan 

Keahlian;

m. Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik 

pegawai di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan 

Keahlian;

n. Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);

o. Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait;

p. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasn bidang 

keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang 

Persidangan, dan Badan Keahlian;

q. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, 

dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang 

Persidangan, dan Badan Keahlian;

r. Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan 

eksterna! bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi 

Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;

s. Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi 

Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;

t. Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan 

dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, 

dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan 

Keahlian;

u. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;

V. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;
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w. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; 
dan Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas basil pengawasan intern.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan Sistem Pengendalian Internal dan 

Penjaminan Mutu oleh Inspektorat II.
3. Meningkatkan profesionaiitas dan kompetensi Aparat Inspektorat II. 

Sasaran Strategis dari Inspektorat II berujung kepada meningkatknya kualitas 

dan kuantitas dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian 

intern Inspektur li terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan 

Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan yang transparan dan akuntabel.
1. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Inspektorat II melalui kerja sama dengan pihak eksternal;
2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat II dalam mewujudkan 

Good Government atas kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan 

BKD dan Deputi Persidangan;
3. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Profesionalisme Aparat 

Pengawasan di Inspektorat II.
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BAB III

RANCANGAN AKUTUALISASI

A. Identifikasi Isu
a. Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko 

Masalah :
Penentuan PKPT Inspektorat II masih belum terstruktur dan tepat 
sasaran. APIP masih cenderung mengagendakan auditnya 

secara manual, yakni hanya melaksanakan audit berdasarkan 

professional judgement atas suatu assersi management yang 

akan diverifikasi, atau berdasarkan kejadian dan peristiwa. 

Penyebab :
Auditor internal Inspektorat II saat ini memang belum memiliki 
PKPT yang berbasis risiko, hal tersebut disebabkan karena 

Inspektorat II saat ini juga belum memiliki risk register atau dasar 
risiko yang digunakan dalam penyusunan PKPT tahun 2019. 
Pada prakteknya di lapangan Inspektorat II masih melakukan 

auditnya secara tradisional, melakukan perencanaan audit 
berdasarkan professional judgement yang berorientasi pada 

perolehan temuan yang mengarah pada penyimpangan prosedur 
yang cenderung dipandang oleh audit! sebagai mencari-cari 
kesalahan audit! tanpa memberikan nilai tambah bagi perbaikan 

kinerja audit!.
Kondisi yang Harapkan :
Penentuan risiko bisa dilihat dari berbagai pendekatan seperti 
besarnya anggaran, tahun terakhir dilakukannya audit, dan 

analisis beban kerja. Esensi penyusunan PKPT berbasis resiko 

inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemeriksa untuk 

melakukan audit berbasis risiko
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Dampak:
Dampak dengan tidak adanya PKPT berbasis risiko adalah 

lemahnya pengendalian manajemen yang mana tidak dapat 
melakukan identifikasi risiko-risiko utama dalam unit kerja yang 

dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Selain itu juga 

menimbulkan adanya pemetaan ruang lingkup Audit yang tidak 

tepat sasaran. Perencanaan program kerja audit (PKPT) yang 

tidak didasari oleh sistem yang terstruktur akan berakibat 
terjadinya kegiatan penugasan audit tidak efektif dan efisien. 

b. Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Audit dan pedoman pembuatan Kertas Kerja 

Audit 
Masalah :
Dalam peiaksanaan kegiatan audit seiama ini masih hanya 

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 

Tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah. Irtama sendiri 
sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Inspektur Utama 

Nomor: iU/01/SETJEN DAN BK DPR_RI/IRTAMA/XI/2018 

Tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2019, tetapi itu hanya mencakup garis 

besar kegiatan pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan 

pembuatan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan 

pembuatan Kertas Kerja Audit di Lingkungan Setjen dan BK DPR 

Ri
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Penyebab :

Berdasarkan latar belakang diatas, tidak adanya Buku Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Audit dan pembuatan Kertas Kerja Audit di 

Lingkungan Setjen dan BK DPR Rl disebabkan karena 

kurangnya kesadaran dari masing-masing auditor akan 

pentingnya prosedur Teknis Pelaksanaan audit yang dilakukan 

secara terstruktur dan dokumentasi basil audit berupa Kertas 

Kerja Audit.

Kondisi yang Harapkan :

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan format KKA 

berfungsi sebagai alat untuk membantu auditor dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Melalui penyusunan KKA, auditor 

dapat mendokumentasikan proses dan basil audit. Dokumentasi 

ini akan digunakan sebagai pendukung opini yang diberikan oleb 

auditor.

Dampak :

Dengan tidak adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit 

dan KKA yang tersusun dengan baik, maka segala bentuk eviden 

yang merupakan supporting dari penentuan OPINI audit tidak 

dapat dibuktikan secara efektif, bal tersebut disebabkan karena 

KKA tersebut tidak dapat dimengerti oleb pembaca dengan baik. 

c. Beium terdapat aplikasi yang melakukan monitoring 

perhitungan DUPAK dalam pengembangan prosfesi audit 

Masaiah :

Angka Kredit adalab satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang barus dicapai oleb 

seorang fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karier 

kepangkatan dan jabatannya. Saat ini beium terdapat aplikasi
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yang dapat membantu auditor dalam melakukan perhitungan 

nilai DUPAK secara komputerisasi, baik dalam melakukan 

perhitungan angka kredit secara otomatis maupun aplikasi yang 

dapat melakukan remainder berupa notifikasi terkait target dan 

pemenuhan nilai DUPAK bagi seorang auditor.
Penyebab :
Saat ini penilaian angka kredit (DUPAK) masih dilakukan secara 

manual dan memang belum dilakukan secara digitalisasi atas 

database DUPAK tersebut.
Kondisi yang Harapkan:
Dengan adanya pengisian dan monitoring DUPAK secara 

komputerisasi akan memudahkan para pegawai dalam 

melakukan input dan perhitungan angka kredit. Lebih lanjut 
penginputan DUPAK secara sistem juga sebagai bentuk 

monitoring apabila angka kredit tidak mencapai target.

Dampak:
Perhitungan DUPAK secara manual akan menimbulkan adanya 

risiko human error atau salah perhitungan yang dilakukan oleh 

pegawai yang bersangkutan
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B. Pemilihan Isu Prioritas 

Teknik Analisis (USG)

No. Isu Kriteria Total Rangking

U S G

1. Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis

Risiko

4 5 5 14 1

2. Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman

pembuatan Kertas Kerja Audit.

3 4 4 11 2

3. Belum terdapat aplikasi yang melakukan

monitoring perhitungan DUPAK dalam

pengembangan prosfesi audit

3 3 4 10 3

Range
Skor 5 = Sangat Besar 
Skor 4 = Besar 
Skor 3 = Cukup 
Skor 2 = Kecil 
Skor 1 = Sangat Kecil

Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah: isu

Keterangan:
U= Urgency (Renting)
S = Seriousness (Keseriusan) 
G = Growth

nomor 1,yaitu Belum adanya PKPT berbasis Risiko pada area 

Inspektorat II.

C. Gagasan Pemecahan Isu
Berdasarkan pemecahan isu melalui Teknik USG, maka didapat isu 

nomor 1, yaitu belum adanya PKPT tahunan berbasis Risiko. Oleh 

karena itu dibutuhkan pemecahan solusi melalui pemikiran saya 

Bersama dengan coach, dan mentor melalui gagasan berjudul 

"Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2020 Pada Area 

Pengawasan Inspektorat M”
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D. Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja Inspektorat II

Identifikasi Isu 1. Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis 

Risiko
2.

3.

Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman 
pembuatan Kertas Kerja Audit 
Belum terdapat aplikasi yang melakukan 
monitoring perhitungan DUPAK dalam 
pengembangan prosfesi audit

Isu yang 

Diangkat

Gagasan 

Pemecahan Isu

Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko

Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2020 

Pada Area Pengawasan Inspektorat II
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Tabel 3. Rencana Kegiatan Aktualisasi
Kegiatan

Rapat
dengan
Internal
Inspektorat

Tahapan
Kegiatan

Penjadwala 
n waktu 
rapat ke 
bagian TU 
Pelaksanaa 
n rapat 
Pembuatan 
laporan 
singkat 
hasll rapat

Output/Hasll

Jadwal rapat yang 
telah disetujui 
Daftar hadir 
kegiatan rapat 
Laporan singkat 
hasil rapat

Keterkaitan 
Substansi 

Mata Pelatihan

Niiai
PNS:

Dasar

1. Etika Pubiik 
menjalankan 
saiah satu 
niiai dasar 
yaitu
menghargai
komunikasi,
konsuitasi,
dan
kerjasama
dengan
menggunaka
n etika sopan
santun
dalam
berkomunika 
si dengan 
rekan-rekan 
inspektorat ii

KontribusI
terhadap
Visi-Misi

Organisasi

Melakukan
komunikasi
dan
sosiallsasi 
dengan unit 
kerja terkait, 
demi
kelancaran 
aktualisasi 
PKPT 2020 
berbasis 
risiko yang 
akan
membantu
manajemen
dalam
melakukan
perencanaa
n dan
prosedur
audit yang
tepat
sasaran,

Penguatan Niiai 
Organisasi

1. Religius 
Melaksanaka 
n nilai-niial 
moral dalam 
melakukan 
musyawarah

2. Akuntabel
Melaksanaka 
n prinsip
keterbukaan 
dalam
memecahka 
n suatu
masalah

3. Profesional
Segala
bentuk
keputusan
yang diambil
berdasar

21



2. Akuntabilitas 
ditunjukan 
dengan 
adanya 
pertanggung 
jawaban 
materi rapat 
dan laporan 
singkat hasil 
rapat yang 
telah
dilakukan.

3. Komitmen 
Mutu 
Kemauan 
keras dan 
adanya 
kesadaran 
untuk 
melakukan 
perubahan di 
lingkungan 
kerja

akuntabel
dan
berkualitas.

22

pada
keahlian

4. Integritas 
Memiliki 
kejujuran 
dan
tanggung
jawab

terhadap 
pengambilan 
keputusan 
dalam rapat
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Kinerjanya 
(ABK) 
Meminta 
data kepada 
Biro
Perencanaa
n dan
Keuangan
terkait
pencapaian
realisasi
anggaran
semua unit
yang berada
di bawah
Deputi
Persidanga
n dan
Badan
Keahlian
Koordinasi
dengan
bagian Tata
Usaha
Inspektorat
Utama
terkait data
tindak lanjut
basil

n etika sopan
santun
dalam
berkomunika 
si dengan 
stakeholder 
terkait.

2. Akuntabilitas 
Kejelasan 
tujuan dalam 
peimintaan 
data kepada 
unit lain

3. Komitmen 
Mutu
Efisiensi dan
efektifitas
dalam
pengumpula
n data
penunjang
sebagai
bahan
penyusunan
PKPT

perencanaa
n audit dan
prosedur
audit
sebagai
dasar atau
landasan
kegiatan
audit yang
efektif dan
efisien.

keterbukaan
dalam
pengumpulan 
data terkait 
penyusunan 
PKPT 2020 
berbasis 
risiko
Profesional 
Pengumpulan 
data dengan 
cara menjalin 
komunikasi 
dan
koordinasi
secara
profesional
berdasarkan
prosedur
yang berlaku,
Integritas
Memiliki
kejujuran dan
tanggung
jawab
terhadap data 
yang sudah
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temuan
BPK
Koordinasi 
dengan Unit 
Layanan 
Pengadaan 
terkait data 
pengadaan 
barang dan 
jasa atas 
periode 
yang akan 
di audit.

berbasis
Risiko

Reran dan
Kedudukan:

Whole of
Government
terlihat
melalui
koordinasi
dengan unit
lain.

diberikan oleh 
pihak lain
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3 Membuat - Penataan - PKPT 2020 Nilai DasarPNS: Penataan dan 1. Religius
peta risiko data sesuai berbasis

1. Akuntabilitas
pengelolaan Melaksanaka

dan PKPT jenis dan risiko yang data secara n nilai-nilai
2020 periode dapat Bertanggung jawab tepat dan moral dalam

- Pengolaha digunakan memenuhi benar akan melakukan
risiko beserta 
kelengkapan

n data di
dalam
Microsoft

dalam
menunjang
kegiatan

pertanggung 
jawaban sebagai
bukti hasii

memudahkan
dalam
menentukan

membuat 
peta risiko

pendukung. Excel pengawasa pelaksanaan Latihan peta nsiko 2. Akuntabel
- Melakukan n tahunan Dasar. yang Penyusunan

penetapan - Data risiko
2. Etika Pubiik

kemudian PKPT 2020
peta risiko yang akan berbasis
berdasarka tersusun Melakukan digunakan risiko dengan
n hasii rapi komunikasi dan sebagaidasar menggunaka
pengolaha koordinasi yang baik penentuan n perhitungan
n data dengan pihak lain PKPT dan analisa

- Membuat dalam proses berbasis peta risiko
PKPT 2020 pelaksanaan risiko secara tepat
berbasis dan dapat
risiko 3. Komitmen mutu dipertanggun
berdasarka Menerapkan prinsip g jawabkan
n hasii peta efektif, efisien, kebenaranny
risiko inovasi dan orientasi a

mutu pada 3. Profesional
penyusunan PKPT Penyusunan
2020 berbasis risiko peta risiko 

yang 
berdasar 
pada
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Laporan
singkat
hasil
sosialisasi
akhir

Inspektorat 4. Komitmen mutu
(efektif, efisien.
inovasi dan orientasi
mutu)

5. Anti Korupsi (disiplin, 
berani, jujur)

Reran dan
Kedudukan:

Whole of Government

Koordinasi antar unit 
dalam penyempumaan 
hasil

unit kerja
yang akan
diaudit 
berdasarkan 
landasan 
yang jelas.

2. Akuntabel 
Melaksanak 
an prinsip 
keterbukaan 
dalam 
pelaporan 
hasil
rancangan
aktualisasi
kegiatan

3. Profesional 
Melaksanak 
an pelaporan 
hasil
rancangan 
aktualisasi 
dengan 
meminta 
masukan 
dari para 
rekan auditor 
yang ahli di 
bidangnya

4. Integritas 
Memiliki 
kejujuran
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BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

Pengendalian Intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata 

kelola kepemerintahan yang baik. Pengendalian internal yang kuat akan 

membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko 

yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Untuk menguatkan efektivitas 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diperlukan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP akan melakukan pengawasan 

intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk 

akuntabilitas keuangan negara. APIP diharapkan mampu memberikan 

keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dam efektivitas 

dalam pencapaian tujuan instasi pemerintah. APIP juga diharapkan 

memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dan tata 

kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Aparat pengawasan intern harus menyusun perencanaan tahunan 

sebelum melaksanakan tugas - tugasnya. Perencataan tahunan disusun 

berbasis risiko untuk menentukan prioritas kegiatan pengawasan yang akan 

dilakukan. Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan 

bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area - area organisasi yang 

memiliki paparan risiko terbesar. Oleh karena itu dalam hal tersebut 
Inspektorat II mulai menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 
2020 berbasis risiko. Berikut merupakan beberapa kegiatan yang telah CPNS 

lakukan demi memenuhi pelaksanaan aktualisasi Penyusunan PKPT 2020 

berbasis risiko di area Inspektorat II.
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Kegiatan 1 : Rapat dengan Internal Inspektorat II

Langkah pertama yang dilaksanakan oleh penulis setelah 

melaksanakan sidang akhir rancangan di Wisma Girya Sabha Kopo adalah 

mengkomunikasikan dan melaksanakan presentasi singkat dengan Pit. 
Inspektur II yaitu Bpk. Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Hal ini dilakukan agar 
pimpinan mengetahui balk secara garis besarataupun secarateknisyang akan 

penulis lakukan selama 30 hari habituasi di unit Inspektorat II.

Penulis berencana untuk mengaktualisasikan basil rancangan penulis 

yang berjudul “Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 
Tahun 2020 Berbasis Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat N" dimana 

hal tersebut merupakan basil pemiliban dari 3 isu yang dianggap urgent oleh 

penulis yang berada di dalam unit Inspektorat II itu sendiri,

Penulis telah berkordinasi dan melaksanakan konsultasi terhadap 

mentor terkait pemiliban isu tersebut. Untuk lebih menunjang fleksibilitas dalam 

pelaksanaan habituasi sebagai dasar koordinasi dengan instansi lain, maka 

penulis pun membuat Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 
yang ditandatangani oleh Bpk Pit. Inspektur II yaitu Bpk. Drs. Setyanta 

Nugraha, M.M.

Gambar 1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan
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Langkah kedua dalam pelaksanaan penyusunan PKPT 2020 berbasis 

risiko adalah dengan mengadakan rapat internal dengan jajaran Inspektorat II 
yang terdiri dari para auditor madya, utama, dan pertama serta CPNS yang 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang bertempat di 
Ruang Rapat Inspektorat II Lantal 5 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR Rl, rapat internal dilakukan untuk membahas beberapa hal yang 

terkait dengan Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko Pada Area 

Pengawasan Inspektorat II. Beberapa informasi yang diperoleh dan dapat 
dipertimbangkan dari rapat internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan PKPT Audit 2020 berbasis risiko Inspektorat II 
meliputi perencanaan klien pada kegiatan audit kinerja dan 

audit pengadaan barang dan jasa yang memiliki tingkat risiko 

yang tinggi berdasarkan jumlah anggaran, sumber daya 

manusia, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP dan nilai 
pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019.

2. Penyusunan PKPT Audit 2020 berbasis risiko Inspektorat II 
meliputi penyusunan personal audit dan jadwal pelaksanaan 

penugasan audit.
3. Penentuan klien dalam audit pengadaan barang dan jasa 

berdasarkan data yang di peroleh bagian Perencanaan 

melalui Aplikasi SIRUP.
4. Penentuan personal audit yang akan melakukan penugasan 

yaitu berdasarkan hasil perhitungan angka kredit yang di 
peroleh dari bagian TU Inspektorat Utama.

5. Penyusunan personal audit akan dibuat lebih efektif dan 

efisien yaitu terdiri dari 1 orang ketua tim, dan 2 orang 

anggota. Kemudian 1 orang pengendali teknis akan
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menangani 3 tim audit dalam 3 penugasan audit yang 

berbeda.

6. Porsi tugas dimasing-masing jabatan akan dibuat sesuai 

dengan tingkatan dari tanggung jawab masing-masing 

auditor.
Gambar 2. Rapat Koordinasi Inspektorat II

:

Tantangan utama yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) adalah mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas dalam 

menentukan klien yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. 

Adanya keterbatasan ini menyebabkan APIP harus menetapkan alokasi 

sumber daya dengan memfokuskan audit pada hal-hal yang signifikan dan 

berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Audit intern berbasis 

risiko merupakan sebuah metodologi yang menghubungkan auditor internal 

dengan kerangka manajemen risiko keseluruhan organisasi pemerintahan.

Perencanaan audit intern berbasis risiko didasarkan pada tujuan 

organisasi birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan audit yang memberikan 

keyakinan bahwa, melalui pengendalian intern, seluruh risiko yang 

mengancam tujuan instansi/lembaga pemerintah telah dimitigasi ke tingkat 

yang dapat diterima sehingga tujuan dapat tercapai. Perencanaan audit intern
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berbasis risiko memungkinkan APIP untuk memberikan jaminan atau asurans 

kepada pimpinan instansi/lembaga pemerintah bahwa proses manajemen 

risiko telah menghasilkan tata kelola risiko yang efektif dan telah 

mempertimbangkan selera risiko yang ditetapkan. Perencanaan audit intern 

berbasis risiko merupakan perluasan dan penyempurnaan dari sistem audit 
tradisional yang lebih menekankan audit pada pengendalian inten semata dan 

melaporkan kecukupan dan efektivitas dari pengendalian intern saja. Untuk itu 

dibutuhkan suatu peta risiko dari sudut pandang auditor sebagai langkah awal 

untuk mencapai audit intern berbasis risiko.
Konsep PKPT 2020 Berbasis Risiko pada area pengawasan inspektorat 

II merupakan bentuk dari pembaharuan (inovasi) agar perencanaan audit 
intern ke depannya berbasis kepada risiko sehingga menghasilkan suatu 

kegiatan audit yang efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan suatu 

peningkatan komitmen mutu di unit Inspektorat II demi terwujudnya kegiatan 

pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam kegiatan rapat internal ini pun 

nasionalisme juga tercermin bahwa konsolidasi ini dilakukan secara penuh 

nuansa kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam rangka mencapai 
kesepakatan terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dan penentuan 

kriteria-kriteria yang akan diintegrasikan dalam penyusnan PKPT tersebut. 
Dalam pelaksanaan rapat pun tata krama, sopan santun, komunikasi dan etika 

dalam menyampaikan pendapat yang baik dimplementasikan sebagai wujud 

Internalisasi dari nilai etika publik di dalamnya.
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Gambar 3. Analisls Peta RIsiko



Kegiatan 2 : Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 
2020 berbasis risiko

Dalam pengumpulan data penunjang, penulis melakukan pendekatan 

kepada auditor senior terlebih dahulu untuk mengetahui analisis data apa saja 

yang diperlukan dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko. Auditor 
Inspektorat II sebelumnya telah melakukan analisis data penunjang terkait 
penyusunan peta risiko dalam memenuhi penilaian lACM Inspektorat II menuju 

level 3. Data yang telah dianalisis sebelumnya adalah Laporan Anggaran dan 

Realisasi yang dikelola oleh 10 Biro di bawah area pengawasan Inspektorat II 
tahun 2017 - 2019 pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Kehlian 

beserta jajaran di bawahnya, yang diperoleh dari bagian Perencanaan, 
Analisis Beban Kinerja (ABK) tahun anggaran 2017-2019 dari bagian 

kepegawaian, serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK di 10 Biro 

dari area pengawasan Inspektorat II. Dari hasil analisis tersebut, telah 

dilakukan penyusunan peta risiko dan pembuatan tingkat risiko auditi dari 10 

Biro dari area pengawasan Inspektorat II yang telah dilakukan pada bulan Juli 
2019. Analisis Peta Risiko tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 3.

Manfaat dari penyusunan aplikasi peta risiko adalah untuk 

memudahkan Inspektorat II dalam mengidentifikasi risiko dari setiap auditi 
yang berfungsi sebagai Early Warning dalam melakukan pengawasan yang 

menjadi landasan bagi Inspektorat II dalam menjalankan audit yang berbasis 

risiko, serta memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan auditi dalam 

menentukan ruang lingkup kegiatan audit dan pengawasan.
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Gambar 4: Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan 
Keuangan dan kepegawaian

Dalam melakukan peningkatan kualitas mutu dalam penyusunan PKPT 

2020 berbasis risiko, penulis melakukan penambahan komponen analisis ke 

dalam peta risiko yang ditelah dibuat sebelumnya. Penulis melakukan 

tambahan analisis terkait Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa, mengingat 

kegiatan Audit di Insektorat II selain Audit Kinerja juga terdapat Audit atas 

Pengadaan Barang dan Jasa.

Penulis kemudian melakukan koordinasi kembali dengan bagian 

Perencanaan dan Keuangan untuk memperoleh data anggaran Pengadaan 

Barang dan Jasa pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Kehlian yang 

merupakan area pengawasan Inspektorat II. Hasil dari Koordinasi tersebut 

adalah data Anggaran Pengadaan Barang dan Jada dapat dilihat pada Aplikasi 

SIRUP fhttps://sirup.lkpp.qo.id).
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Gambar 5. Aplikasi SIRUP

Dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis juga melakukan 

koordinasi dengan bagian Tata Usaha Inspektorat Utama untuk memperoleh 

data kepegawaian auditor yang terdiri dari data perhitungan angka kredit 
terupdate yaitu per smester II 2018, database kompetensi auditor yaitu yang 

berisi informasi diklat auditor dan rincian Risk Register atau dokumen SPIP 

(Sistim Pengendalian Internal). Data tersebut digunakan dalam penyusunan 

personel tim audit agar sesuai dengan susunan jabatan dan porsi kerja yang 

seharusnya, sedangkan untuk Risk Register digunakan untuk menentukan 

ruang lingkup audit berdasarkan basil penilaian pengendalian internal yang 

telah dilakukan oleh setiap unit kerja.

Pada tahapan ini penulis melakukan koordinasi dengan unit lain, 
khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Tata Usaha Inspektorat 
Utama. Komunikasi dijalin dengan rasa sopan santun, dan sesuai dengan 

prosedur birokrasi yang ada sebagai internalisasi dari nilai etika publik yang 

ada di dalamnya. Biro Perencanaan dan Tata Usaha Inspektorat Utama juga
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menunjukkan sikap yang koorperatif dan sangat mendukung atas kegiatan 

aktualisasi ini, sikap saling mendukung dan koorperatif juga menunjukkan 

tingkat integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari 
masing-masing unit kerja. koordinasi dengan bagian Perencanaan dan Tata 

Usaha Inspektorat Utama serta bimbingan dengan coach Ibu Sulasi 
Rongiyati, S.H., M.H. merupakan penerapan nilai whole of government (WoG) 
sebagai hubungan lintas sektor Bidang untuk menciptakan sistem 

pengawasan internal pada area pengawasan Inspektorat II

Manfaat dari pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 

2020 berbasis risiko ini adalah sebagai bahan input pengolahan data, dimana 

data-data yang valid tersebut dapat merepresentasikan hasil dari pemetaan 

risiko dari sudut pandang auditor, agar tercapai kegiatan pengawasan yang 

efektif dan efisien, hal tersebut sebagai implementasi dari nilai komitmen mutu 

dan juga akuntabilitas

Gambar 6. Berkoordinasi dengan TU Inspektorat Utama dan Perencanan & Keuangan
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Kegiatan 3 : Membuat peta risiko dan PKPT 2020 berbasis risiko beserta 
kelengkapan pendukung.

Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel. Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko 

dilakukan setelah penentuan peringkat risiko yang terdapat pada peta risiko 

yang telah dilakukan analisis sebelumnya pada gambar 3. Hasil 
pemeringkatan pada peta risiko kemudian dipilh dari 4 peringkat merupakan 

unit kerja yang memiliki tingkat risiko yang tinggi di tahun 2019. Sedangkan 

untuk audit pengadaan barang dan jasa, unit kerja yang memiliki anggaran 

pengadaan barang dan jasa dengan nilai yang tinggi merupakan unit yang 

memiliki kemungkinan adanya nilai risiko yang tinggi.

Gambar?. Peringkat Peta Risiko
PETA fllSIKO 2019 
Inspektorat 11
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Setelah menentukan unit dan biro yang akan diaudit kemudian penulis 

menentukan auditi yang akan diaudit dengan menggunakan Risk Score yang 

berasal dari Sistim Pengendaiian Internal Pemerintah (Dokumen SPIP). Dari 
basil scroring tersebut, kemudian penuiis memiiih auditi yang memiliki score 

paling tinggi untuk dimasukkan ke dalam PKPT 2020 berbasis risiko.
Gambar 8. Scoring Dokumen SPIP
Rinclan Dokumen Identifikasi Risiko 
Periode 2018

NO - KODEU» - UNIT/BIRO AudKee Risk Score
1 5781 Biro Persidansjril

Baalan Sekretariat Komisl 1
Saalan Sekretariat Komisi II
Baelan Sekretariat KomIsi III
Bagian Sekretariat Komisi IV
Baalan Sekretariat Komisi VI
Baalan Sekretariat Komisi Vtl 9
Baalan Sekretariat Komisi Vlll 10
Baalan Sekretariat Komisi IX
Baelan Sekretariat Komisi X
Baalan Sekretariat Komisi XI
Baelan Persidanean Pariourna

2 5782 BlroPersIdantanll
Baelan Sekretariat Badan Leelslatif
Baelan Sekretariat Badan Anaaaran 8
Baelan Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan
Baelan Sekretariat Badan Urusan Rumah Taneea
Baelan Sekretariat Panltla Khusus 16

3 5783 Biro Keriasama An tar Parlemen
Baelan Sekretariat Kerla same OraanIsasI International 2
Baelan Sekretariat Kerla sama OraanIsasI Regional
Baelan Sekretariat Kerla sama Bilateral
Bagian AdministrasI Kegiatan Luar Negeri Anggota

4 5784 Biro Kesekretarlatan Plmoinan 12
Bagian Sekretariat Ketua
Baelan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Kcamanan
Baelan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Indusirl dan Pembangunan
Etaelan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonoml dan Keuangan
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Keselahteraan Rakvat
Baelan Sekretariat Badan Musvawarah

S 5785 Biro Pemberltaan Parlemen
Baelan Media Ceiak dan Media Soslal 25
Baelan Hubungan Masvarakat 20
Baelan Televisi dan Radio Parlemen 8
Bagian Penerbitan

6 5796 Pusat Perancanean UU 7
7 5797 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan UU 7
8 5798 Pusat Kalian Annaran 15
9 5799 Pusat Kalian Akuntabiliias Keuanean Negara

10 5800 Pusat Pcnclitian

Tahap selanjutnya, setelah penulis menentukan auditi atau klien yang 

akan diaudit, kemudian penulis membuat timetable atau Schedule kegiatan 

audit, serta penentuan personel audit yang terdiri dari Pengendali Teknis yang 

merupakan Auditor Madya, Ketua Tim yang merupakan minimal Auditor Muda,
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dan Anggota yang terdiri dari 3 orang yang merupakan Auditor Pertama 

maupun Auditor Terampil. Dalam pembuatan jadwal dan penentuan personei 
audit, Penulis melakukan koordinasi kembali dengan seluruh Auditor 
Inspektorat II agar dapat memberikan pendapat mengenai penjadwalan dan 

personei audit.

Gambar 9. Timetable/Schedule dan Penyusunan Staff Audit
PR(K;RAM KERJA PENKAW-\SAN TAIIUNAN (P.K.P.T.)
I^SPEKTOR.\T II SEKRKTARIAT JENDERAL DPR RI 

TAilUN ANCGARAN 2020

I 1.°.* I cnhUA d«a
K.lUlim pBogrOTHU l-Alno) I liiliiilivivt I liiliiilivl I |ii|iii|iv| I liniiilivl I luliiilivl 111111111^11 |ii|iii|iv| I |ii[iii|iv| 11 iiliiilivl 11IIlulla| I 1ii|iii|i\ I IllllllllV

DojW

Gambar 10. Diskusi dengan Mentor dan para Auditor untuk menyusun Schedule Audit 
dan Pesonel Audit

------
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Tahap selanjutnya, penults kemudian melakukan konsep penyusunan 

PKPT 2020 Berbasis Risiko secara keseluruhan, berdasarkan masukkan dan 

pendapat yang telah diterima dart para auditor di Inspektorat II. Informasi leblh 

lanjut dari basil diskusi yang telah dilakukan tersebut, penyusunan PKPT 2020 

berbasis risiko yang telah dibuat saat ini merupakan konsep yang akan 

diajukan untuk PKPT2020 berbasis risiko sesungguhnya. PKPT 2020 berbasis 

risiko kemudian akan diimplementasikan setelah dilakukan evaluasi oleh 

Inspektur II dan Inspektur Utama.

Gambar 11. PKPT 2020 Berbasis Risiko Inspektorat II
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Dalam rangkaian proses penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, 

penulis melaksanakan komunikasi yang efektif, dan efisien sesuai dengan 

nilai- nilai komitmen mutu serta menerapkan proses berpikir yang inovatif dan 

kreatif demi menunjang proses kegiatan pengawasan yang semakin efektif dan 

efisien kedepannya di area Inspektorat II. Di samping itu prinsip akuntabilitas 

dalam pemaparan data risiko yang ada di setiap area pengawasan Inspektorat 

II, akan menjadikan sebuar Early Warning atas kemungkinan terjadinya suatu 

Fraud atau kecurangan.

Kegiatan 4 : Melakukan review PKPT 2020 berbasis Risiko beserta 
kelengkapan pendukungnya oleh atasan langsung.

Dalam melakukan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis 

perlu melakukan konsultasi kepada atasan langsung yaitu Auditor Madya, 

demi penyempurnaan basil penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko. 

Berdasarkan basil review yang diberikan oleh Auditor Madya, diketahui bahwa 

dalam penyusunan PKPT 2020 akan memungkinkan adanya perubahan 

jadwal kegiatan, hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan 

mandatory yang berasal dari atasan oleh karena Itu adanya kemungkinan 

revisi yang bersifat kondisional atas PKPT 2020 yang telah terkonsep 

sebelumnya. Konfirmasi lebih lanjut oleh Auditor Madya, perlu dilakukan 

monitoring atas perhitungan Angka Kredit yang bisa dimasukkan ke dalam 

komponen pendukung dalam PKPT 2020 berbasis risiko. Hal tersebut perlu 

dilakukan untuk mengetahui nilai angka kredit yang harus dicapai untuk dapat 

melakukan peningkatan jabatan tepat pada waktunya.

Hasil review yang dilakukan atas PKPT brbasis risiko akan 

meningkatkan kualitas hasil audit dan rekomendasi audit sesuai dengan 

tingkatan risiko dan beban kerja yang dihadapi oleh unit kerja. Nilai-nilai yang 

dapat di aplikasikan dalam melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko yaitu
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Akuntabel dalam melaksanakan prinsip keterbukaan, Profeslonal dalam 

meminta masukan dari para ahli terkait penyusunan PKPT berbasis risiko, dan 

Integritas yaitu memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam rangka 

pelaksanaan review PKPT berbasis risiko.

Gambar 12. Melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko dengan Auditor Madya

I

&

Kegiatan 5 : Melaporkan hasil akhir kegiatan.

Pada tahap akhir ini, penulis memaparkan hasil dari aktualisasi atas 

rancangan aktualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan aktualisasi 
dilakukan pada masa habituasi selama jangka waktu 30 hah di lingkungan 

pekerjaan Inspektorat II, Inspektorat Utama dan lingkup Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian DPR Rl. Output akhir yang didapat setelah melalui 5 tahap 

kegiatan dipertanggungjawabkan di dalam kegiatan akhir ini. Pemaparan hasil 
aktualisasi dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 pada jam 1 siang, yang 

dihadiri oleh Ibu Inspektur II, dan seluruh Auditor di area Inspektorat II.
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Gambar 13. Sosialisasi hasil akhir PKPT 2020 Berbasis Risiko

E. Stakeholder
Para Pejabat Fungsional Auditor ITTAMA, Pejabat Pelaksana TU 

ITTAMA, Auditor Inspektorat II Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan 

dan Keuangan, serta CPNS di lingkungan Inspektorat II Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia.

F. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala
Beberapa kendala yang akan dihadapi penulis adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses informasi
2. APIP kekurangan personil yang memahami proses bisnis
3. APIP kekurangan personil yang memahami konsep 

penilaian maturitas manajemen risiko, identifikasi risiko 

dan analisisnya

Dalam menghadapi kendala tersebut, penulis memiliki beberapa 

strategi untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam 

melakukan pengumpulan data dan informasi yang 

diperlukan.
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2. Melakukan pemahaman terkait proses bisnis di awal 
penugasan audit sebelum melakukan prosedur audit

3. Melakukan Transfer Knowledge kepada teman sejawat 
terkait dengan manajemen risiko

G. Analisis Dampak
1. Hasil Inisiatif

Dampak Negatif:
Dampak dengan tidak adanya PKPT berbasis risiko adalah 

lemahnya pengendalian manajemen yaitu tidak dapat melakukan 

identifikasi risiko-risiko utama dalam unit kerja yang dapat 
menggagalkan pencapaian tujuan. Selain itu juga menimbulkan 

adanya pemetaan ruang lingkup Audit yang tidak tepat sasaran. 
Perencanaan program kerja audit (PKPT) yang tidak didasari oleh 

sistem yang terstruktur akan berakibat terjadinya tumpang tindih 

penugasan audit yang kemudian akan mempengaruhi efektifitas 

dan efisien dalam penugasan audit 
Dampak Positif:
Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan 

bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area-area organisasi 
yang memiliki paparan risiko terbesar. Oleh karena itu dengan 

adanya PKPT 2020 berbasis risiko, akan memberikan nilai tambah 

terhadap perencanaan audit yang mana telah terdapat dasar yang 

jelas dalam pemetaan auditee, dan diharapkan akan meningkatkan 

efektifitas dan efisien dalam penugasan audit.
2. Nilai Dasar ANEKA

a. Akuntabilitas
Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan 

kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan
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publik dan menyampaikannya secara transparan kepada 

masyarakat. Sangat pentingnya nilai akuntabilitas karna di 

dalamnya terdapat nilai-nilai terkait pertanggung jawaban 

kinerja balk individu, kelompok, maupun organisasi, 

Mendahulukan kepentingan Publik, Partisipatif, dan 

Transparan. Jika dalam melaksanakan suatu kegiatan 

organisasi tidak adanya nilai Akuntabilitas maka kegiatan 

audit Inspektorat II tidak bersifat akuntabel, netral, dan 

transparan. Oleh karena itu dengan tidak adanya PKPT 2020 

berbasis risiko akan menimbulkan adanya anggapan bahwa 

program kerja tidak dibuat secara akuntabel dan hanya 

bertujuan mencari-cari masalah karena tidak terdapat dasar 

penentuan yang tepat, yang mana dalam pembuatan PKPT 

sebelumnya pada Inspektorat II tidak terdapat dasar yang 

terdokumentasikan secara jelas dan transparan sehingga 

tidak dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya dalam 

penentuan auditi pada pemetaan program kerja audit tahunan 

(PKPT).

b. Nasionaiisme

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat 

suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan 

wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai Rela Berkorban, Kepentingan 

Bersama, dan Musyawarah.

Dalam kegiatan organisasi sikap nasionalis sangat 

diperlukan, seperti dalam pengambilan keputusan. Dalam 

suatu organisasi pengambilan keputusan harus berdasarkan
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kepentingan bersama yaitu kepentingan publik atau 

masyarakat untuk dapat mencapai satu tujuan.

Jika dalam melaksanakan Aktualisasi tidak adanya nilai 

Nasionalisme maka rancangan aktualisasi terkait Evaluasi 

kegiatan audit Inspektorat II berupa penyusunan PKPT 2020 

berbasis risiko tidak akan didapatkan kesepakatan untuk 

melaksanakan program tersebut karena tidak mendahulukan 

kepentingan bersama, sehingga tidak didapatkannya 

keputusan pelaksanaan program dan masukan-masukan 

yang membangun terkait penyusunan PKPT 2020 area 

Inspektorat II.

c. Etika Publik

Etika Publik erat kaitannya dengan nilai-nilai Jujur, cermat, 

Disiplin, Hormat, Sopan Santun dalam bersikap dan 

bertindak. Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan PKPT 

2020 berbasis risiko sangat diperlukan nilai-nilai etika public, 

terutama dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja 

terkait, misalnya dalam melakukan permohonan data dan 

komunikasi atas pelaksaan aktualisasi tersebut. Apabila tidak 

mmenerapkan nilai-nilai Etika Publik tersebut maka akan 

berdampak tidak terealisasinya kegiatan aktualisasi tersebut 

dikarenakan kurangnya menerapkan nilai sopan santun dan 

rasa hormat, sehingga auditee pun enggan untuk 

memberikan data.

d. Komltmen Mutu

Komitmen Mutu adalah bagaimana pelayanan seorang ASN 

harus berorientasi pada hasil dan memiliki mutu yang bagus, 

dan erat kaitannya dengan efisien efektifitas serta Innovasi,
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Jika dalam suatu kegiatan audit di Inspektorat tidak 

melakukan peningkatan program kerja dan tidak melakukan 

inovasi yang diperlukan maka kualitas pemeriksaan dan audit 

pada Inpektorat berdasarkan basil pemeriksaan BPKP masih 

berada di level 2 dan tidak akan menuju ke level 3. Apabila 

PKPT 2020 berbasis risiko tidak diterapkan maka kualitas dan 

kinerja Inspektorat Setjen dan BK DPR Rl akan tertingga! 

dengan Inspektorat di Lembaga atau Instansi lainnya.

e. Anti Korupsi

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang 

kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan 

pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki 

kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan 

menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Selain itu 

Inspektorat berfungsi sebagai kontrol untuk meminimalisir 

risiko-risiko praktik korupsi yang terjadi di Sekjen dan BK DPR 

Rl. Namun apabila Inspektorat belum memiliki PKPT 

Berbasis Risiko sebagai dasar dari program audit yang akan 

dilaksanakan maka kegiatan audit dan pengawasan tidak 

akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga risiko 

adanya praktik kosupsi tidak dapat terdeteksi dengan tepat.
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H. Jadwal Kegiatan 
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan Agustus September Oktober
2019 2019 2019

WeekWeek Week

Rapat dengan jajaran Internal Inspektorat II

Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 
berbasis risiko

Membuat PKPT berbasis Risiko beserta dokumen pendukungnya

Melakukan review atas PKPT berbasis Risiko beserta kelengkapan 
pendukungnya yang dilakukan oleh atasan langsung

Melaporkan hasil akhir kegiatan
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BAB V 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Auditor Intern Pemerintah adalah pejabat pada lingkungan pemerintah 

baik pusat ataupun daerah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung 

jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi 
pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat 
kepentungan negara sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

Auditor Intern Pemerintah memiliki tugas utama melakukan audit, 
evaluasi, reviu, dan pemantauan. Semua jenis pelaksanaan tugas ini memiliki 
tungsi yang secara garis umum sama, yaitu memberikan keyakinan kepada 

pimpinan kementrial/Lembaga bahwa tugas pokok dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintah telah berjalan secara efektif. Efisien, andal, dan 

senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan 

atas pencapaian tujuan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan pengawasan 

yang optimal, pelaksanaan penugasan harus berfokus pada identifikasi risiko, 
penilaian risiko, termasuk penilaian atas mitigasi risiko yang telah dijalankan. 
Untuk dapat melaksanakan penugasan ini, diperlukan suaru perencanaan 

auditi tahunan berbasis risiko (risk based audit pian). Penentuan prioritas 

kegiatan audit intern harus didasarkan pada evaluasi/penilaian risiko, dan 

seluruh APIP harus menyusun perencanaan audit tahunannya dengan 

berbasis risiko.

Tujuan dan manfaat Perencanaan audit tahunan berbasis risiko adalah

untuk:
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a. Membantu unit audit intern focus pada hal-hal yang signifikan dan 

berdampak luas seperti identifikaso risiko-risiko utama dalam 

organisasi yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan
b. Membantu pimpinan Kementrian/Lembaga/Pemda dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan manajemen 

risiko yang efektif
c. Mengidentifikasi risiko-risiko utama semua proses bisnis.

Hasil proses Perencanaan Audit Intern Tahunan adalah dafta Auditable 

Units irepiWh, disusun dalam berdasarkan urutan signifikansi atau prioritasnya, 
yang memerlukan asurans dan penyempurnaan atas sistem manajemennya. 
Dengan menetapkan urutan klien berdasarkan prioritasnya, penugasan 

diharapkan akan menghasilkan usulan perbaikan, memberikan nilai tambah 

yang optimal dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operas! 
organisasi. Dengan demikian, aktivitas audit akan lebih akan lebih mampu 

memberikan keyakinan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan klien akan 

dapat tercapai.

B. Saran

PKPT Berbasis Resiko disusun untuk menyiapkan Inspektorat menuju 

level 3. Resiko merupakan hambatan-hambatan yang bisa mengurangi atau 

menghambat tujuan. Orientasi Inspektorat sudah melihat ke depan sehingga 

perencanaan PKPT harus berbasiskan Resiko. Resiko dapat berdampak 

terhadap organisasi Inspektorat perlu menemukan cara-cara baru untuk 

melakukan tugas dan fungsinya. Auditor diharapkan dapat memberikan nilai 
tambah terhadap organisasi yang diperiksanya. Resiko berasal dari eksternal 
dan internal. APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan 

prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan 

tujuan organisasi serta memperhatikan Renstra. PKPT berbasis resiko diawali
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dengan menyusun Peta Audit (Audit Universe) yang terdapat pada wilayah 

kerja Inspektorat. Penentuan risiko bisa dilihat dari berbagai pendekatan 

seperti besarnya anggaran, tahun terakhir dilakukannya audit, perubahan 

manajemen, analisis beban kerja dan Iain-lain. Esensi penyusunan PKPT 

berbasis resiko inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemeriksa untuk 

melakukan audit.
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3. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 

Berbasis Risiko
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5. Foto Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis 

Risiko
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7. Dokumentasi Proses Permintaan Data Kepada TU ITTAMA dan 

Bagian Perencanaan dan Keuangan
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9. Dokumentasi Output Berupa PKPT 2020 Berbasis Risiko
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10.Dokumentasi Kegiatan dengan Mentor dan Diskusi dengan Auditor 
Inspektorat II
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11 .Kegiatan Reviu PKPT 2020 Berbasis Risiko oleh Atasan Langsung

12. Kegiatan Sosialisasi Hasil Final PKPT 2020 Berbasis Risiko dan 

Laporan singkat
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14.Kegiatan Coaching
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15.Dokumentasi Kartu Kendali Bimbingan
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■UKTU KINDALI
MOMtPCMWUaMOM MTUMJWI AMT AM* COACH OCNOAN AtMHT* 
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16.Dokumentasi Data Anggaran

Jl Ml. Ml ri R BIRO -niPA 
T.MIl N \N(.(i \\< 2019

I M I 1)1 W AN 
kK.IAlAN

Lraian

UiRO KliSFKRinAKlAlAS PIMI'IN AN 
BIRO KFRJA SAMA ANIAR PARUiMEN 
BIROPtRSIDANCAM 
BIRO PFRSinANOANII 

159 l*tSAT PtMANTAUAN PLLAKSANAAN I'NDANG-l iNHANt. 
150 BIRO PURFNCANAA'i DAN Kt-UANGAN

BIRO PtV<iM OI.AAN BARANlj MILIK NFOARA

Kodr

59

61*

i26

ir

157
lolal

Jvnlah

105 I '9 <W 
g) 566.242.000 

464 S15.Mi.000 
I5S 513.45)000 

: 955 929 000 
2.SI1.254 R07.000 

C4.562 500 000 
g 695.1 'O 491 000
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JUMLAH PER BIRO - DIPA 
TAHUN ANGGARAISI 2019 

KEGIATAN
jiuMI AH ^
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* Aii t»y ccn
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3 033 5in*»i iKUM-tA"ll iTAf, Kll^Hr^N
i6 TBk 9e«
\ 42? >IX» nOD

3A 2.1R T7*.
i«. tj r‘( KV.'j'i'AKA«.
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17. Dokumentasi Data TLHP

Ri;KAi'irc]i AM KLsi'Mr nN[>Ak i.ANji r
RtKOMI NDAM HASIL I’tMfeHlKS.VAN CPK 

PaDA SF.KMF TaKIAT niNDFRAl HFXVAM'tUn AKII A.N RAIO'Al

l^iii|Miun Ssril KeluJr Nnasor I? ^\M,IJ1/2UI9

N* Lifioiia Haiti Pmrrikim Juntlab Jumlah Statu Tla4ik L*bIk
Temiuu RaknmttdBl S BS nn TDD; Piovcl Pnmnnt Milk 9m Prcj<k Sirani Kumiii labaWR din 

OrlvA S^a OPR TA 3lRJ} A MM
IT 19 10 «

Pniijciuixin djn P!rjfijsu"^aw.il.T5-i Ansgann Bilat^a 
can BeUnji MoSil Vang Berullan Oci^ Tugaa PUutt das 
f trail K«lfrTJ:«ciifi TA 3IK17 Aia ]IM<

li 19 n 2 •
j Lucran Kwartm TA 2COT 9 1
i Ijtxim Kfuaraa-. TA 2010 14 10 4 .) PantstoLiui Psninnureiawtiar KN Toa<m JOM13010 13 16 7
9 LiDcran Kaiamotr TA 2UII 30 38 36 n
■} Ptnji'olaip PenmajUjiiaJewthan Angpran Mv<|a Mtfin

TbiunM!) $t. 1012
11 33 |4 9

1 Lieum R tiiarmr T A 2C: 2 H 39 II il .
y Laporsa Haall Pamnlktifli K.tier]a mi EMOjvnai

Audit dni Rr. /i LK Pl*i Awn! PM4B«»*»n bittnEl PttnsrIttiB
TAPCP 'Coda t:v»tn Pantiii bn Rikvaid iitam

12 31 31

to LactifId XcLwriL’tii TA 1011 16 40 n 13
11 Lac-Jiln Ka;nncjf> lA lOH la M 76 1
i: lArir<*i KMatitit lA ro:t 15 43 3T 17 t
1: Larnrr TA 2CT4 1 II 11 <
M Liai'a". kSiH* y.r TA 201T 9 16 Ifl 1 3

juinuk rLRiir in 336 301 94 36

^ejtranjaj;
SR S»ua: RckamendMi
US BeluinScuui
BO Belutr DittulaKLlnji:ti
mn Tidik Dipii OitiikliAlinjuti
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18.Dokumentasi Data Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada 
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